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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Bertolak dari pembahasan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat 

disimpulkan bahwa konsep state of exception Giorgio Agamben menjadi kritik 

penting dalam usaha menghindari tendensi pelaksanaan politik demokrasi liberal 

ke arah totalitarianisme.  

Hal ini disebabkan karena, sebagai sebuah sistem penyelenggaraan 

negara, demokrasi liberal menjadikan kedaulatan rakyat sebagai legitiamasi untuk 

melaksanakan kekuasaan kedaulatan negara. Akan tetapi, menurut konsep state of 

exception Giorgio Agamben, dalam  kondisi darurat, kekuasaan kedaulatan negara 

cenderung dilaksanakan dengan mengesampingkan kedaulatan rakyat demi 

stabilitas dan keutuhan negara dan penyelesaian  masalah yang menyebabkan 

kondisi darurat tersebut. Karena itu dalam kondisi darurat tendensi  pencederaan 

muruah demokrasi liberal sangat tinggi. Lantas untuk menghindari tendensi 

tersebut, maka perlu diteliti lebih lanjut konsep state of exception Giorgio 

Agamben dan tinjaun kritisnya terhadap demokrasi liberal. 

Agamben berpendapat bahwa state of exception sebenarnya adalah 

upaya untuk menciptakan keadaan darurat permanen, di mana supremasi hukum 

ditangguhkan secara terus menerus, dan penguasa yang berdaulat memiliki 

kekuasaan luar biasa yang dapat digunakan untuk merepresi, mengontrol, dan 

mendominasi penduduk. Logika dari keadaan darurat ini mengarah pada situasi di 

mana kekuasaan penguasa menjadi tidak terbatas, dan kehidupan warga negara 

direduksi menjadi kehidupan yang sederhana, tanpa perlindungan hukum atau 

hak-hak politik. Oleh karena itu, teori Agamben memberikan wawasan tentang 

cara kerja rezim politik kontemporer, terutama rezim yang mengaku demokratis 

tetapi sering menggunakan tindakan pengecualian untuk mempertahankan 

kekuasaan. Keadaan pengecualian dapat dianggap sebagai alat penting di tangan 

para elit politik untuk melemahkan nilai-nilai demokrasi dan membenarkan 

tindakan- tindakan otoriter dan represif. 
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Konsep state of exception Giorgio Agamben betumpu pada  

keyakinannya bahwa status pengecualian disalahgunakan oleh negara sebagai cara 

untuk menegaskan kekuasaan mereka atas individu. Agamben berpendapat bahwa 

status pengecualian bukanlah pengecualian sama sekali, melainkan keadaan 

permanen yang telah dinormalisasi. Ia percaya bahwa keadaan pengecualian telah 

menjadi modus pemerintahan, di mana individu-individu dilucuti hak- hak dan 

kebebasannya dengan kedok keamanan nasional. Hal ini, menurut Agamben, 

merupakan perkembangan yang berbahaya, karena hal ini merusak dasar-dasar 

demokrasi, dan membuat individu menjadi rentan terhadap keinginan mereka 

yang berkuasa. 

Lebih lanjut, Agamben berpendapat bahwa keadaan pengecualian sering 

digunakan pada saat krisis, seperti pada saat keadaan darurat nasional, perang, atau 

serangan teroris. Dalam kasus-kasus seperti itu, keadaan pengecualian digunakan 

untuk membenarkan penangguhan kebebasan sipil dan hak asasi manusia, serta 

penggunaan tindakan luar biasa seperti pengawasan, penyensoran, dan 

penyiksaan. Meskipun tindakan-tindakan ini mungkin diperlukan untuk mengatasi 

ancaman langsung, Agamben berpendapat bahwa tindakan-tindakan ini sering kali 

terlalu jauh, dan digunakan untuk menekan perbedaan pendapat, membungkam 

politik oposisi, dan melanggengkan iklim ketakutan dan kecemasan. 

Dalam kritiknya terhadap penerapan status keadaan darurat negara 

modern, Agamben menarik perhatian pada bahaya yang melekat pada sistem di 

mana kekuasaan terkonsentrasi di tangan beberapa individu atau lembaga. Dia 

berpendapat bahwa keadaan darurat tidak boleh dibiarkan menjadi keadaan yang 

permanen, dan bahwa individu harus tetap waspada dalam melindungi hak-hak 

dan kebebasan mereka. Karya Agamben menjadi pengingat yang kuat akan 

pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, dan perlunya individu untuk tetap terlibat 

dalam proses politik, untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan hak-hak 

mereka dilindungi. Pada akhirnya, kritiknya terhadap keadaan pengecualian 

menggarisbawahi pentingnya supremasi hukum, dan perlunya sistem checks and 

balances untuk memastikan bahwa kekuasaan seimbang dan didistribusikan 

secara adil di antara semua individu, tanpa memandang status sosial, etnis, atau 

afiliasi politik mereka. 
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Untuk memahami teori state of exception Agamben secara lebih 

spesifik, beberapa konsep kunci dalam teori tersebut antara lain adalah sebagai 

berikut. 

 Pertama, kekuasaan berdaulat yang berparadoks. Agamben 

berargumen bahwa state of exception menciptakan situasi paradoksal di mana 

kekuasaan berdaulat ditangguhkan dan diintensifkan secara bersamaan. Menurut 

Agamben, keadaan pengecualian adalah momen ketika hukum ditangguhkan, 

tetapi juga momen ketika hukum hadir secara penuh. Keadaan pengecualian 

adalah momen ketika kekuasaan berdaulat ditangguhkan, tetapi juga momen 

ketika kekuasaan berdaulat paling penuh dimanifestasikan. Dalam keadaan 

pengecualian, pemerintah dapat bertindak di luar kerangka hukum yang normal, 

tetapi juga memiliki kekuatan untuk menciptakan tatanan hukum yang baru. 

Kedua,  kehidupan sebagai obyek kekuasaan. Menurut Agamben, 

keadaan pengecualian merupakan ambang batas antara hukum dan kekerasan, 

sebuah momen ketika tatanan hukum yang normal ditangguhkan demi sebuah 

keputusan yang berdaulat. Dalam keadaan pengecualian, kekuasaan penguasa 

tidak terkendali, dan perbedaan antara yang legal dan ilegal menjadi kabur. Dalam 

konteks ini, kehidupan itu sendiri menjadi objek kekuasaan, direduksi menjadi 

eksistensi yang paling sederhana tanpa identitas hukum atau sosial.  

Reduksi kehidupan menjadi eksistensi yang paling sederhana ini 

menciptakan kategori eksistensi baru, yang oleh Agamben disebut sebagai 

kehidupan telanjang atau bare life. Kehidupan telanjang adalah kehidupan yang 

telah dilucuti dari semua identitas sosial dan hukum, dan direduksi menjadi 

eksistensi biologisnya. Keadaan kehidupan telanjang ini tercipta melalui 

penangguhan hukum dan pemberlakuan keadaan darurat, yang memungkinkan 

negara untuk bertindak di luar batas-batas hukum dan memperlakukan individu 

sebagai objek belaka 

Selain itu, bersamaan dengan penciptaan kehidupan telanjang, keadaan 

darurat juga menciptakan sosok homo sacer - seseorang yang dikecualikan dari 

perlindungan hukum dan dapat dibunuh tanpa konsekuensi hukum. Penciptaan 

homo sacer merupakan tantangan mendasar terhadap bentuk-bentuk hukum dan 
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politik tradisional, karena hal ini menunjukkan bagaimana negara dapat beroperasi 

di luar batas-batas hukum dan tetap mempertahankan kekuasaannya 

Ketiga, kompleksitas posisi hukum. Menurut Giorgio Agamben, 

keadaan pengecualian adalah keadaan tanpa hukum yang muncul ketika 

pemerintah menangguhkan norma-norma dan hak-hak hukum, yang secara efektif 

menetapkan keadaan darurat di mana tindakan otoriter dibenarkan. Akan tetapi 

kalau dilihat lebih jauh, keadaan darurat itu sendiri juga merupakan suatu produk 

hukum. Dalam konteks ini, posisi hukum dalam teori Agamben menjadi 

kompleks, karena keadaan darurat itu sendiri berada di luar hukum normal tetapi 

juga merupakan produk hukum itu sendiri. 

Agamben menyatakan dalam bukunya "State of exception" bahwa 

"keadaan pengecualian bukanlah keadaan hukum, melainkan situasi di mana 

sistem hukum lumpuh atau ditangguhkan." Lebih lanjut ia berpendapat bahwa 

keadaan pengecualian tidak terbatas pada krisis atau keadaan darurat tertentu, 

tetapi lebih merupakan kondisi yang terus berlangsung dalam politik modern, di 

mana kekuasaan untuk menangguhkan hukum merupakan fitur konstan dari 

otoritas pemerintah. 

Lebih lanjut, Agamben berpendapat bahwa keadaan pengecualian 

bukan hanya merupakan penyimpangan dari sistem hukum, tetapi lebih 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan darinya. Dia berpendapat bahwa 

"keadaan pengecualian" menjadi "norma" ketika hal tersebut berkepanjangan atau 

dinormalisasi, karena memungkinkan pemerintah untuk menjalankan kekuasaan 

sewenang-wenang tanpa akuntabilitas.  

Posisi hukum yang kompleks tersebut dapat dipahami dalam dua cara 

keberadaan hukum hadir dalam  konteks keadaan darutat yakni konsep iustitium 

serta  auctoritas dan protestas. Konsep iustitium penting dalam konteks ini karena 

merupakan momen di mana keadaan pengecualian dibuat eksplisit. Ketika proses 

hukum ditangguhkan, fungsi normal dari sistem hukum terganggu, dan kekuasaan 

negara untuk menciptakan pengecualian terhadap hukum terungkap. Seperti yang 

ditulis oleh Agamben menegaskan bahwa iustitium adalah momen di mana 

hukum, dengan menyatakan penangguhan keabsahannya sendiri, menempatkan 

dirinya sebagai tindakan kekerasan murni. Dengan kata lain, iustitium adalah 
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momen kekuasaan murni, di mana kemampuan negara untuk menciptakan 

pengecualian terhadap hukum terungkap dalam bentuknya yang paling telanjang. 

Dalam keadaan darurat, kekuasaan negara untuk bertindak di luar 

hukum didasarkan pada auctoritas, atau kekuasaan untuk menciptakan hukum. 

Agamben berpendapat bahwa kekuasaan negara untuk menciptakan hukum bukan 

hanya masalah kewenangan institusional, tetapi didasarkan pada bentuk 

kekuasaan yang lebih dalam yang ia sebut sebagai kekuasaan atas bare life atau 

kehidupan telanjang. Kehidupan telanjang adalah kehidupan yang ada di luar 

hukum, kehidupan yang dikecualikan dari komunitas politik dan tunduk pada 

kekuasaan berdaulat negara.  Dalam hal ini, bagi Agamben kekuasaan negara 

untuk bertindak di luar hukum bukan hanya masalah melanggar hukum yang ada, 

tetapi didasarkan pada kekuasaan yang lebih dalam untuk menciptakan dan 

mendefinisikan hukum. 

Hubungan antara auctoritas dan protestas adalah salah satu ketegangan 

yang terus menerus terjadi dalam kondisi pengecualian. Sementara auctoritas 

mewakili kekuatan negara untuk menciptakan hukum, protestas mewakili 

kekuatan rakyat untuk menantang dan melawan hukum. Dalam kondisi 

pengecualian, ketegangan ini sangat akut, karena kekuasaan negara untuk 

bertindak di luar hukum tidak terkendali. 

Dalam konteks tinjauan kritis konsep state of exception Giorgio 

Agamben terhadap politik demokrasi liberal, aspek kunci dari teori Agamben 

tentang keadaan pengecualian adalah hubungan antara keadaan pengecualian dan 

politik itu sendiri. Menurut Agamben, politik didasarkan pada kemampuan 

penguasa untuk menyatakan suatu keadaan pengecualian. Kekuasaan ini 

memungkinkan penguasa untuk menangguhkan tatanan hukum dan politik yang 

normal, dan menjalankan kekuasaan absolut. Pada dasarnya, ini berarti bahwa 

keadaan darurat adalah ekspresi tertinggi dari kekuasaan politik. Agamben 

berpendapat bahwa keadaan darurat bukanlah penangguhan sementara dari 

tatanan hukum, melainkan perpanjangan kekuasaan penguasa. Perpanjangan 

kekuasaan ini menjadi permanen melalui proses normalisasi, di mana keadaan 

pengecualian menjadi normal dan dimasukkan ke dalam tatanan hukum. 

Normalisasi keadaan pengecualian memiliki implikasi yang signifikan 
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terhadap politik. Agamben berpendapat bahwa pengecualian menjadi aturan, 

karena keadaan pengecualian menjadi norma. Hal ini karena penangguhan tatanan 

hukum dan politik yang normal selama keadaan pengecualian menciptakan 

kekosongan yang diisi dengan bentuk-bentuk kekuasaan dan otoritas baru. 

Bentuk-bentuk kekuasaan dan otoritas ini kemudian dimasukkan ke dalam tatanan 

hukum dan politik, dan menjadi normal baru. 

Hasilnya adalah keadaan pengecualian permanen, di mana kekuasaan 

penguasa diperluas dan tatanan hukum ditangguhkan. Keadaan pengecualian 

permanen ini memiliki implikasi yang mendalam bagi demokrasi. Bagi Agamben, 

keadaan darurat merusak hakikat komunitas politik. Dengan menangguhkan 

tatanan hukum dan politik, keadaan darurat menciptakan situasi di mana hak-hak 

dasar dan kebebasan warga negara dilanggar. Akibatnya, keadaan darurat 

mengubah warga negara menjadi subjek, kehilangan hak-hak politiknya dan 

direduksi menjadi kehidupan yang kosong. Transformasi ini sangat berbahaya 

dalam demokrasi, di mana warga negara seharusnya menjadi partisipan aktif 

dalam proses politik. Keadaan darurat secara efektif menetralisasi agensi ini, 

membuat warga negara menjadi penonton pasif atas nasib politik mereka sendiri. 

Secara detail, tinjauan kritis konsep state of exception Giorgio 

Agamben terhadap politik demokrasi liberal dapat dipahami dalam cara-cara 

berikut. 

 Pertama, Politisasi Kedaulatan Negara: Pengendalian Negara 

Versus Kebebasan Sipil. Penggunaan kekuasaan darurat oleh berbagai negara 

terkadang dipolitisasi demi tujuan tertentu. Agamben berpendapat bahwa 

tindakan-tindakan luar biasa negara telah menciptakan "keadaan pengecualian 

permanen" yang mengikis perbedaan antara yang normal dan yang luar biasa. Hal 

ini telah menyebabkan penangguhan kebebasan sipil dan hak asasi manusia serta 

pelaksanaan kontrol negara yang sewenang-wenang untuk melanggengkan status 

quo beserta kepentingan para pelaksana kedaulatan negara yang dalam hal ini 

adalah para penguasa 

 Kedua, Menggugat Eksistensi Hukum: Memikirkan Kembali 

Relasi Hukum dan Kekerasan. Teori pengecualian dari Agamben memunculkan 

pertanyaan penting tentang hubungan antara hukum dan kekerasan. Menurut 
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Agamben, aturan hukum tidak selalu menjadi pengaman terhadap kekerasan, 

tetapi pada kenyataannya dapat digunakan untuk membenarkan dan melegitimasi 

kekerasan. Dalam hal ini, aturan hukum dapat menjadi bentuk kekerasan itu 

sendiri, karena ia menciptakan kerangka hukum di mana kekerasan dapat 

dinormalisasi dan dilegitimasi. Dalam hal dalam kondisi state of exception, logika 

tradisional tentang relasi antara hukum dan kekerasan dijungkirbalikan 

 Ketiga, Erosi Akuntabilitas Demokrasi: Intesifikaasi dan 

Radikalisasi Kekuasaan Kedaulatan Negara. Normalisasi keadaan pengecualian 

telah mengarah pada intensifikasi kekuasaan negara, yang semakin melemahkan 

akuntabilitas demokratis. Agamben berpendapat bahwa keadaan pengecualian 

memungkinkan pemerintah untuk menangguhkan perlindungan hukum dan 

konstitusional dan memerintah melalui kekuasaan yang berdaulat. Hal ini berarti 

pemerintah dapat beroperasi di luar batas-batas institusi dan norma-norma 

demokratis, sehingga menyulitkan warga negara untuk meminta 

pertanggungjawaban pemerintah atas tindakan-tindakannya. 

 Keempat, Kategorisasi Inklusi dan Eksklusi: Bahaya Fragmentasi 

Politik. Menurut Agamben, sistem politik modern didasarkan pada dualitas 

mendasar antara inklusi dan eksklusi. Dualitas ini tercermin dari cara-cara 

individu dikategorikan dan diklasifikasikan oleh negara. Mereka yang dianggap 

termasuk dalam komunitas politik diberikan hak-hak dan keistimewaan tertentu, 

sementara mereka yang dianggap tidak termasuk tidak mendapatkan hak-hak dan 

keistimewaan tersebut. Agamben menyebut kategorisasi ini sebagai paradigma 

"inklusi-eksklusi. 

 Kelima, Bangkitnya The Politics of Fear (politik ketakutan). 

Implikasi dari kategorisasi inklusi-eksklusi seperti yang dibahas pada poin 

sebelumnya muncul fenomena politik baru yang melampaui kategorisasi inklusi 

dan eksklusi tersebut. Fenomena ini dinamakan politik ketakutan, yang ditandai 

dengan penciptaan budaya ketakutan dan manipulasi opini publik melalui 

penggunaan taktik menakut-nakuti.  

Munculnya politik ketakutan memiliki implikasi yang signifikan 

terhadap demokrasi liberal. Implikasi pertama yakni penciptaan budaya ketakutan 

dapat menyebabkan erosi kebebasan sipil dan normalisasi tindakan otoriter. Selain 
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itu, implikasi dari politik ketakutan ini juga menyebabkan manipulasi opini publik 

melalui penggunaan propaganda dan manipulasi media dapat menyebabkan erosi 

kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Akhirnya, politik 

ketakutan dapat mengarah pada penciptaan masyarakat yang lebih terpecah belah 

dan terfragmentasi.  

Terakhir, pengintensifan diskursus HAM. Meskipun teori Agamben 

tentang keadaan darurat sering dilihat sebagai kritik terhadap demokrasi liberal, 

tidak menutup kemungkinan untuk melihat karyanya sebagai kontribusi untuk 

mengintensifkan wacana hak asasi manusia. Salah satu cara utama di mana karya 

Agamben dapat berkontribusi pada wacana ini adalah dengan mengekspos cara-

cara di mana sistem politik modern beroperasi melalui kategorisasi dan 

pengecualian individu. 

Dalam ranah praksis, konsep state of exception Giorgio Agamben 

sangat penting dalam menganalisis beberapa isu-isu politik kontemporer. Di 

antaranya adalah masalah perang melawan terorisme, state of emergency COVID-

19 dan masalah pengungsi. 

Pertama, Perang Melawan Terorisme. Dalam konteks ini, terminologi 

perang melawan terorisme telah ditandai dengan penyimpangan dari prinsip-

prinsip tradisional demokrasi dan hak asasi manusia. Teori pengecualian negara 

dari Agamben memberikan kerangka kerja untuk memahami respon pemerintah 

terhadap perang melawan terorisme.  

Dalam konteks penggunaan penyiksaan oleh pemerintah Amerika 

Serikat terhadap kwlompok teroris misalnya, Agamben berpendapat bahwa 

penyiksaan adalah bentuk kekerasan yang mereduksi korban hingga ke titik nadir. 

Dia menegaskan, penyiksaan adalah alat yang dapat digunakan pemerintah untuk 

menegakkan kekuasaannya dan mempertahankan kontrol atas penduduk. 

Penggunaan penyiksaan dalam perang melawan terorisme telah dijustifikasi oleh 

pemerintah sebagai cara yang diperlukan untuk mendapatkan informasi untuk 

mencegah serangan teroris di masa depan. Namun, pembenaran ini telah dikritik 

secara luas, dan penggunaan penyiksaan telah dikecam oleh organisasi hak asasi 

manusia dan masyarakat internasional. 

Kedua, Penanganan State of Emergency COVID-19. Pandemi COVID-
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19 telah memaksa banyak negara untuk menyatakan keadaan pengecualian 

sebagai cara untuk mengatasi krisis kesehatan masyarakat. Langkah-langkah ini 

berkisar dari penguncian dan karantina hingga pembatasan perjalanan dan jam 

malam, yang pada dasarnya menangguhkan banyak kebebasan sipil atas nama 

keselamatan publik. 

Meskipun tindakan ini mungkin tampak dibenarkan mengingat tingkat 

keparahan virus, tindakan ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang legitimasi 

dan etika keadaan darurat di negara-negara demokrasi modern. tindakan-tindakan 

ini, meskipun dimaksudkan untuk melindungi kesehatan masyarakat, pada 

akhirnya dapat menciptakan lebih banyak kerugian. 

Keadaan darurat semasa COVID-19 melemahkan prinsip-prinsip 

demokrasi dan masyarakat sipil, dengan memberikan kekuasaan yang tidak 

terkendali kepada pemerintah dan memungkinkan terjadinya pelanggaran hak-hak 

individu. Selain itu, tindakan tersebut dapat memiliki dampak jangka panjang 

terhadap tatanan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat, yang mengarah pada 

polarisasi lebih lanjut dan konflik antarkelompok. 

Ketiga, masalah pengungsi. Konsep Giorgio Agamben mengenai state 

of exception menjadi semakin relevan dalam konteks masalah pengungsi. 

Agamben berargumen bahwa keadaan pengecualian, yang mengacu pada 

penangguhan hukum dan penetapan keadaan darurat, adalah fitur utama dari 

demokrasi modern. Hal ini karena keadaan pengecualian sering digunakan sebagai 

sarana untuk melegitimasi penggunaan tindakan-tindakan luar biasa dan 

membatasi kebebasan sipil selama masa krisis. Dalam konteks masalah 

pengungsi, status pengecualian telah digunakan untuk membenarkan penangguhan 

kebebasan sipil dan penggunaan langkah-langkah darurat untuk mengendalikan 

arus pengungsi. 

Keempat, kemendesakan pembangunan. Implementasi kebijakan urgensi 

pembangunan sering kali menerapkan konsep keadaan darurat dalam praksisnya. 

Hal ini disebabkan karena ambisi pembangunan yang tidak rasional dengan 

timeline penyelesaian proyek yang tidak wajar demi target waktu yang tidak 

rasional. Karena itu dalam usaha penyelesaian pembangunan ini mau tidak mau 

melibatkan penangguhan atau penghindaran norma dan prosedur hukum. Hal ini 
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tentu memiliki implikasi yang signifikan terhadap perlindungan kebebasan dan 

hak-hak individu. Hak-hak masyarakat adat dalam pembebasan lahan, integritas 

lingkungan, atau kebebasan berekspresi dan berkumpul dapat saja dilanggar oleh 

pemerintah demi keberhasilan pembangunan. Karena itu, konsep state of 

exception Agamben dapat diaplikasikan dalam memeriksa bagaimana kebijakan 

urgensi pembangunan menyeimbangkan antara tujuan pembangunan dan 

perlindungan kebebasan individu, memastikan bahwa hak-hak individu dan 

masyarakat yang terkena dampak dihormati dan ditegakkan. 

5.2 Saran 

 Seraya berpijak pada rangkaian gagasan yang tertuang dalam karya ilmiah 

ini, penulis memproposalkan beberapa usul dan saran sebagai berikut. Pertama, 

bagi pemerintah. Sebagai suatu institusi legitim, pemerintah sudah seharusnya 

menjaga marwah kedaulatan dirinya dengan memastikan demokrasi liberal 

dijalankan dengan baik. Ia tidak boleh memanfaatkan keadaan darurat untuk 

menyiksa masyarakat, apalagi dengan iming-iming kepentingan tertentu. Selain 

itu, setiap kebijakan-kebijakan yang dibuat semestinya menomorsatukan 

kepentingan rakyat beserta seluruh eksistensi keberadaan diri masyarakat itu 

sendiri berupa penghargaan terhadap hak dan kebebasan masyarakat. 

 Kedua, bagi masyarakat. Hendaknya dalam menjalani kehidupan 

bernegara, lebih jeli lagi melihat batas-batas kekuasaan negara dalam kondisi 

pengecualian. Kejelian tersebut sangat penting demi menghindari pengobyekan 

diri masyarakat dengan alibi stabilitas dan keutuhan negara. Selain itu, masyarakat 

juga hendaknya menyadari bahwa merekalah subyek kekuasaan negara. Karena 

itu cara-cara kritis demi menghindari pengobyekan diri hendaknya terus diperkuat 

dan dikonsolidasi misalnya melalui diskursus sosial atau demonstrasi. 

 Ketiga, bagi institusi hukum. Pemikiran Giorgio Agamben hendaknya 

menjadi alarm bagi para penegak hukum untuk selalu menjalankan tugas mereka 

walaupun dalam kondisi kedaruratan. Hal ini dirasa penting karena dalam kondisi 

kedaruratan, tendensi pelanggaran hukum yang dilakukan secara struktural-

birokratis sangatlah tinggi. Karena itu, posisi institusi hukum itu sendiri harus 

dipastikan independen sehingga tidak dikooptasi ekses buruk penguasa. 
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 Keempat, bagi Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. Sebagai 

sebuah institusi pendidikan filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif 

Ledalero hendaknya berpegang teguh pada kebenaran dan mengabdi pada 

kebijaksanaan. Lembaga ini sedapat mungkin menjadi pemantik diskursus dan 

agen pengadaban yang mengarahkan para civitas akademika agar mrnjunjung 

tinggi nilai dan kepentingan umum. 

 Selain itu, dalam konteks diskursus tentang demokrasi liberal, hemat 

penulis, pemikiran Giorgio Agamben layak menjadi referensi penting. Karena itu, 

penulis berharap buku-buku Giorgio Agamben disediakan di perpustakaan 

kampus. Demikian pun disarankan agar pemikiran Giorgio Agamben ini 

ditematisasikan untuk menjadi bagian dari diskursus civitas akademika Institut 

Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero di ruang-ruang kelas. 
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